REPUBLIK INDONESIA

No.1200, 2019 KEMEN-BUMN. Tata Naskah Dinas. Pedoman.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-07/MBU/10/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-04/MBU/12/2016 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi
kedinasan dan kelancaran komunikasi serta arus
informasi antar unit organisasi, telah ditetapkan
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
PER-04/MBU/12/2016 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan
kebutuhan administrasi kedinasan di lingkungan
Kementerian Badan Usaha Milik Negara, maka perlu
dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/12/2016
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Badan
Usaha Milik Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik

www.peraturan.go.id
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Mengingat

Negara Nomor PER-04/MBU/12/2016 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas Kementerian Badan Usaha Milik

Negara;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74);
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 432);

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
PER-10/MBU/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha
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Milik Negara Nomor PER-06/MBU/12/2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik
Negara Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha
Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1782);

8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
PER-04/MBU/12/2016 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2112);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN
USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-04/MBU/12/2016
TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha
Milik Negara Nomor PER-04/MBU/12/2016 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas Kementerian Badan Usaha Milik Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2112),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf e Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 2
Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri atas:
a. pendahuluan;
b. jenis dan format naskah dinas;
c. penyusunan naskah dinas;
d. tata surat dinas;
e. penggunaan lambang negara, logo dan slogan

instansi, cap dinas, serta security printing;
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f. perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat
naskah dinas;
g. kode unit organisasi; dan

h. penutup.

2. Ketentuan dalam Lampiran BAB II, BAB III, BAB IV dan
BAB V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Oktober 2019

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RINI M. SOEMARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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